
SALINAN

BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PROTOKOL PENATALAKSANAAN PEMULASARAN DAN

PEMAKAMANAN JENAZAH CORONA Ⅵ RUS DISEASE 2019

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

: a. bahwa peningkata.n kasrrs pada kejadian
Pandemi Corona Wnts Disease 2Ol9 (COVID-

19) yang mengakibatkan banyaknya korban
meninggal, membutuhkan kesiapan sumber
daya yang memadai dalarn pelaksana-an

pemrrlasaran dan pemakaman jenazah

COVID-19;
b. bahwa untuk mencegah penyebaran

Coronauirus Disease 20L9, maka perlu diatur
penatalaksanaarr pemulasa.ra.n dan pemakaman
jenazah akibat infeksi Caronauints Disease
201 9;

c. bahwa berdasarkan pertimbalLgan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman

Protokol Penatalaksanaare Pemrrlas arart dan
Pemakaman Jenazalt Cororta Vints Disease
2U-19;
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Mengingat : 1. undang-undang Nomor 7 drt Ta]-un 1956

tentang Pernbentukan Daerah Otonorrr
Kabup aten Kabup aten dalam
lingkungan Propinsi Sr.rrnatera lJtara
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956 Nomor 58, Tarnbahan Lernbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1-O92l;

Undang-Undang Nornor 24 Tatmn 2OOT

tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor

66, Tambahan Lernbaran Negara Republik

Nomor 4723;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9

tentang Kesehatan (Lembaran' Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nornor 144, Tarnbatran

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor

5063) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2A

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Repr-rblik Indonesia Tahun 2A2O Nornor 245,

Tarnbahan Lernbaran Negara Republik

Indonesia Nornor 65731;

4.Undang―Undang No■ ■■or 23 Tahun 2014

tentang Pe■■■erintahan  Dacrah  (Le■ ■■bЯran

Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tallbahan Le■■■bЯ r〔週■ Negnra Republik

lndonesia Nomor 5587) sebagaiinana telah

diubah  beberapa  kali,  terakhtt  dengan

Undang― Undang Nolmor  ll  Tahun  2020

tentang cipta ketta(Le■■■bttarL Negnra Republik

lndonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tarnbahan

Le■■■bAran Nega_ra Republik lndonesia No■■■or

6573);

2.

3.
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5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OIA Nomor L28'

Tambahan Lernbaran Negara Repr:blik

Indonesia Nomot 6236;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun L982 tentang

Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II

Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Daerah

Tingkat II Langkat;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1O Tahun 1986 tentang

Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat

II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan

Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;

B. Peraturan Pemerintah Nornor 40 Tahun L99L

tentang Penanggulangan Wabah Penyakit

Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1-99L Nomor 49, Tarnbal-an Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3447;

9. Peraturan Pemerintah Nomot 12 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

1-O. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.0 LAT I
MENKES / 2381 2O2O Tentang Petunjuk Teknis Klaim

Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit

Emerging Tertentu Bagr Rumah Sakit Yang

Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease

2019(COⅥ D-19);

■■.Kepumsan  Miente五   Keschatan

K.01.07/MENKES/413/2020
Nomor

tentang
Pedoman  Pencegahan  dan  Pengendalian

COroれαυjんιS DjSθαse 2019(COVID-19);
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a2,Perarlxar_ Bupati Langkat Nomor 39 Tahun 2O2O

Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakart Hukum

Protokol Kesehtan Sebagai Upaya Pencegahan dan

Pengendalian Corona Virus Disease 2OL9 (COVID-19)

(Berita Daerat- Kabupaten Langj<at sebagaimana

Nomor 39 Tahun 2o2O telah diubah dengan Peraturan

Bupati Nomor 4 Tahun 2A2\'

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN

PROTOKOL          PENATALAKSANAAN

PEMULASARAAN DAN PEMAKAR/1AN

」ENAZAH CORONA yfRus DIsEASE 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratrrran Bupati ini, yang dimaksud dengan:

L. Daeratr adalatr Kabupaten Langkat .

2. Pernerintah Daerah adalah Bupati sebagai tlnsur
penyelenggara pernerintahan daerah yang mernirnpin
pelaksanaan nnrsan pernerintalan yar:g rnenjadi
kewenangan daerah otono■■■.

3.Bupati adalah Bupati Larlgkat.

4.Dinas Keschatan adalah Dinas Keschatan Kabupaten

Langkat;

5.Anggaran Pendapatarl dan Belan」 a Daerah yttg selanJutnya

di singkat dengan APBD adalah Anggnran Pendapatan dan

Bel鋼 a Daerah Kabupaten Langkat;

6.COroれα所れιs pぉθαse 2019 yang selan」 utnya diSingkat COyID―

1 9 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari

Scυθ́ θ Attte Reqク J´α
`Oυ
 syndrOttθ  V,7ツS COroれα2 (SARS―

鮮lp∬
gd里出
濡プ現∬1=就黒寵百電Iν
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ditetapkansebagaiberrcanallollalamnasionalberdasarkan
Kepr-rtusan Presid'en Nomor L2 Tahun 2O2O tentang

PenetapanBencanaNonAlamPenyebaranCoronanirus
Disease 2O1g (COVID-|9) sebagai Bencana Nasional'

7. JenazaTt a.dalalrJenazaTt Orang yarl;g rneninggal akibat

COVID.19.
B.Pernrrlasal;alLjenazaT:.yangselanjutnyad-isebrrtpemrrlasaran

ada]a}rserangkaiantindakanyangdilaksanakanoleh
pefugas pemulas ararT' terkrad'ap jerlazab pasien yal g

rneninggal akibat covlD-19 sesuai prosed'ur kesehatan dan

agarraa, gurra dipersiapkan untuk keperluan pemakaman'

g. Pernakarn an jenaz,alt yang selanjutnya disebut pernakaman

adatah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh

petrrgas f relawan untuk rnelaksanakan pernakaman terhadap

orang yang meninggal akibat covlD-lg dengan prosedur

dan instrurnen khtrsus-

1O. Rurnah sakit adalah mrnah sakit rujukan covlD -L9.

11. Pusat Keseh atant Masyarakat yang selanjutnya disebut

Puskesmas adalah fasilita"s pelayanan kesehatan yang

rnenyelenggarakan upaya kesehatan rnasyarakat dan upaya

keseha.tan perseorangan tingkat pertarna, dengan lebih

rnengutarnakan upaya prornotif dan preventif di wilayah

kerjanya.
12. Suspek adalah adalah sesor€rng yarr:g memiliki salah satu

dari kriteria orang dengan Infeksi Saluran pernapasan Akrrt

(ISPA) dan pada L4 hari terakhir sebelum timbul gejala merniliki
riwayat perjalanan atam tinggal di negara/wllayah Indonesia

yang melaporkan tranmisi lokal, orang dengan salah satu

gejaJa/ tanda ISPA dan pada L4 hari terakhir sebelum

gejala rnerniliki riwayat kontak dengan kasus

konfirmasi/probable COVID-L9, dan orang dengan ISPA

berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di

rumah sakit dan tidak ada penyebab laln berdasarkan ウト/
garnbaran klinis yang menyakinkan.
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13. Probable adalah kasrrs suspek dengan ISPA

berat/ rneninggal dengan garnbaran klinis yang rnenyakinkan

COVID-y7 dan belurn ada hasil perneriksaan laboratorir.rrn

RT-PCR.

14. Konfirrnasi adalal. seseorang yang dinyatakan positif

terinfeksi virr.rs COVID-L? yarrg dibuktikan dengan

pemeriksaan laboratoriurn RT-PCR.

15. Penyakit Penyerta adalah penyakit lain yang dialarni

penderita selain penyakit utamanya, arataxa lain hipertensi,

diabetes melitus, kanker, asrna-, penyakit paru obstmksi

khronis, penyakit pada jantung, penyakit pada grnjal,

penurunan sistern kekebalan tubr.rh, dan lain-lain yang

rnerupakan diagnosis spesialistik dan indikasi perawatan

inap.
16. Sr.rrat Keterangan Kernatian adalah surat keterangan tentang

kernatian rneliputi identitas jenazah, saat kematian dan

sebab kernatian, YanB dibuat oleh dokter yalag memenuhi

syarat adrninistratif untuk menjalankan praktik kedokteran.

17. Dokter Penanggrrng Jawab Pelayanan yang selanjutnya

disingkat DPJP adalah dokter yang bertanggung jawab atas

pengelolaan asuhan medis lengkap (paket) kepada satrr

pasien dengan satu patologi / pertyaT<rt, dari awal sampai

dengan perawatan di rurnah sakit, baik pelayanan rawat
jalan dan rawat inap.

18. Alat Pelindr:ng Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah

kelengkaparr yar1g wajib digunakan saat bekerja sesr-r.ai

bakraya dan risiko keqja untuk rnenjaga keselarnatan pekerja

itu serrdiri dan or€rng sekelilingnya

19. DOA (Death On Arriuat) ad.alahpasien yang datang ke Rrrrn "h Y
Sakit dalarn keadaan rneninggal.
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BAB II

MAKSUD DAN TU」 UAN

Pasa1 2

Maksud ditetttkttnya Peraturtt Bupati ini adalah

untuk  me...berikan  pedo...a旺 ■  dalam  ■■■elaksanakan

perrLLllaSaraan dalllpeJmakarntt jenn7ah akibat COVID-19.

コ uan ditetapkannya Peraturan ■rli adalah 
■・・ e■■・
berikan

kepastian  huku..・   dalarn  penatalaksanaan  sekaligus

pellrlbiayaan pemulasAran dan pelfrlakaman JenAzah akibat

COVID-19.

BAB IH

KRITERIA」 ENAZAH KORBAN BENCANA

WABAH PENYAKIT COVID-19

Pasa1 3

」ennZah korban wabah penyakit COVID-19 yang dibiaya■ olch

Pemerintah Daerah adalah warga ・・・asyarakat Kabupaten

Larlgkat sesuai dengan kriteria 」enazah COVID-19 yang

ditetapkarl olch Ke■ ■■enkes RI dala■ ■.Protokol Penatalaksanaalll

perrl■llasAr〔_l d田■ pe]makaman jenazah COVID-19 yang
dibuktikan dengan ldentitas diri KTP Kabupaten Langkat.

Pasa] 4

[1J Pemulasaraan dan pernakarnan jenaz,ah akibat COVID-19

trarus rnernernthi kriteria sebagai berikut:
a. jenazah srrspek di Rumah Sakit sebehrm keluar hasil

swab;

b. jenazalt pasien di Rurnah Sakit yang telah ditetapkan
sebagai kasr:.s probable sebelurn keluar hasil swab

c. jenazal:, pasien di Rrrrnal. sakit yang telal- ditetapkan M't[
sebagai kasus konfirrnasi COVID-L9; dan/ata:u
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d. jerrazah di luar Rr-rmah Sakit dengan riwayat memenrrhi

kriteria probablefkonftrmasi COVID-I 9, terr::,asuk Pasien

DOA (Death ort ArriuaQ rujukan dari Rrrmah sakit Lain.

[2J Kriteria sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dibuktikan

dengan Surat Keterangan Kematian atam Resurne Medis

dibuat olekr Dokter Rrrrnah Sakit atanr Dokter Puskesrnas

wilayall seternpat dengan rnenyebutkan jenis penyakit

penyebab kernatia11 sebagai penyakit rnemrlar COVID-19.

Pasal 5

(1J Penyelenggaraan pemulasaraan dan pemakarnan Jenazal:r

COVID- 19 dilaksanakan olel- Rrrrna}- sakit/ Fasilitas

Kesehatan, Guggs tggas dan Sub gugus tugas, serta

instansi terkait.

[2J Penyelenggaraan pernulasaraaaa dan pernakaman

sebagaimana dirnakst.d pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

Standar Protokol Kesehatart dan ketentuan agalrua.

[3J Penyelenggaraan pernulasan.aar: dan pemakarnan

sebagaimana dirnaksud pada ayat (21, diatur lebih lanjut
dalarn Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan

oleh Kepala Dinas Kesehatan berpedornan dengan ketentrran

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Sasaran penyelenggaraan pernulasaraaa:- dan pernakarnan

sebagaimana dirnaksud dalam Pasa1 4 ayat (1) huruf a yaitu
jenazah suspek, probable atam terkonlirmasi infeksi COVID-19

yang rneninggal di Rr-r.rnah Sakit danf atant di luar Rurnah

Sakit, dan dimakamkan di wilayah Daerah Kabupaten Langkat.

Jenazalt sebagairna.na dirnaksr.d pada ayat (1) harr.rs

nf.enf.errtlkri kriteria sebagairnana dirnaksud dalarn Pasa1 4.

〔1)

(2〕
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Pasa1 7

111 PemulasttaarL」 enaZah dilaksmakm“ Rumah Sakit atau

di Puskesmas.

〔2〕 Pe■■lulasttan sebaga■ mana dilnaksud pada ttat(1)Sesuai

standar pemulasaram jenazah COVID-19.

Pasal 8

[1) Pemakarnan jenazah covid*19 trarus dilakasanakan sesuai

standart pernakarnan jenazah covid- 19.

[2) Pernakarnan Jenazalt COVID-19 dikoordinasikan oleh Dinas
Kesehatan ke Tirn Satgas Kecarnatan.

[3) Pemakalnarr sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)

dilaksanakan olel- Tirn Satgas Kecamatan.

Pasal 9

[1J Dalam hal terjadi kematian akibat COVID-19 dengan hasil
perneriksaaan laboratoriu"rn di luar Rurnah Sakit atau
Puskesrnas maka masyarakat/kebtarga jenaz,ah wajib
rnelaporkan ke Puskesrnas atatr Saturan T\.rgas COVID- L 9

terdekat.
(2J Masyarakat/keluarga jenazah dilarang rnelaksanakan

pernulas araarr dan pernakanrran jenazalt akibat COVID- 19.

Pasal l- O

(1) Masyarakat/Keluarga dapat rnernberikan penghorrnatan
terakhir kepada jenaz,al:_ sesuai dengan agaarT.a dan
kepercayaan rnasing-masing pada saat prosesi pemakaman.

(Z) Pengkrorrnatan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) deng^n y
tetap rnernatuhi protokol kesehatan.
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(3)

(4)
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Pasal 11

Fasyankes d.atf atant Instansi terkait dilarang rnernungUt

biaya pelayanan pemulasaraans. dan pernakarnan kepada

kelrrarg a jenazah atatt pihakpenanggung jawab jenazah.

Biaya pemulas araan, jenaza}I pasien yang dirawat di

Rrrrnah Sakit dibiayai dari APBD-

Biaya pernglasaran jerrazah pasien DOA, dan jenazah yang

berada di luar rr-mah sakit dibiayai dengan APBD'

Biaya pernakarnan jenazah dibiayai dengan APBD'

Pasa] 12

Kornponen biaya protokol penatataksanaan pemulasaraan

dan pernakarnan jenazah corona- virus disease 2OLg

meliputi:
1. Biaya Penanganan Pernulasaran Jenazalt di Fasyalkes

didistribusikan melalui Kepala / Direktur Fasyankes

rnasing rnasing dengan rincian seperti berikut :

a. PernulasaraTa Jenazat]I Rp.55O.O00,- untuk satu jenazah.

b. Biaya Kantong Jenazah Rp.1OO.OOO,- untuk satu jenazah.

c. Biaya Peti Jenazah, Rp.1.750.000,- untuk satu jenazah.

d. Biaya Plastik Erat 260.000,- untuk sat:'e ienaz'ah,

e. Biaya Desinfektan Jenazah Rp.100.000,- untuk satu

jenazah,.

Biaya operasional Ambulance Rp.SOO.OOO unflrk satu

jenazal:l- didistribusikan rnelalrri Kepala Fasyankes / PSC

119 Dinkes Langkat.

Biaya Desinfektan arnbulance Rp.1O0.0O0 untuk satu

jenazatr didistribusikan melalui petugas Fasyankes/Desa sesuai

dengan Surat Perintah T\.rgas masing masing.

Biaya Petugas Kesetratan Rp.24O.OOO,- untrrk satu
jenaza:..,^ terdiri dari 2 orang petugas kesetratan Rp-

120.00C),― per orarLg petugas didistribusik:11:[li]if111き

_S ブレ
ノ

Fasyankes sesuai dengan Surat Perintah Tugal

(1)

2.

3.

4.
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5. Biaya Petugas Pemakaman / Gali Kubrrr Rp'

1.4OO.OOO,-rrntuksatujenazat;,'didistribursikan
melalrriCamatmasingrnasingwilayahselakrr
perrangung jawab satgas kecarnatan' dengan rincian

sebagai berikrrt :

1) 1 orang petrrgas Kecamatan (Camat) Rp' 3OO'OOO per

orang Petugas
21 1 Orang petrrgas Desa/Kelurahan

Desa/Lurah) Rp- 2OO'OOO per orang petrrgas

3) 6 orang petugas penggali/pengabr:r Rp' 15O'OOO per

orang Petugas-
pelaksanaan pembiayaan sebagairnana dirnaksud pada

ayat (1) terhitung sejak Januari 2O2L'

Pasal 13

Apabila dana tidak mencrrkupi atam belum dianggarkan

maka dapat menggunakan aniggaI:arr dari Dana Tak

Terduga.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 14

Pirnpinan Rrrrnah Sakit/ Puskesrnas, Tim Pemulasaraalt-' Tim

Penggalian Penguburan /Pernakarnan wajib lnerryalnpaikan

laporan pelayanan pemulasaran dan pemakaman kepada Bupati

rnelalui Dinas Kesehatan.

BAB V
MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Grrgrrs Tlrgas COVID-L 9 Kabupaten Langkat melakukan
rnonitoring, eva}"rasi, dan pengawasarr pelaksanaan
pernrrlasaraa-n dan pernaka"rnan ienaz,al:- akibat COVID- 19

yang dilaksanakan di Daeratr.

(Kepala

(2)
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BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupatiini■■■ulai berlaku seJak tanggal

Agar   sctiap   orang   mengetahuinya,

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

dalam Berita Daerah Kabupaten Lal■ gkat.

diundangkan.
rnernerintahkan
penerrlp atannv{

Ditetapkan di Stabat

pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundarlgkan di Stabat

pada tangga1 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 NOMOR 73

α

Salinan sesuai dengan

808032002121005


